
 

 

BUPATI BINTAN 

PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

 

PERATURAN BUPATI BINTAN 

NOMOR 34 TAHUN 2018 

 

TENTANG  

PEDOMAN JABATAN PELAKSANA  

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN 

BUPATI BINTAN, 

 

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan 

manajemen Pegawai Negeri Sipil yang akuntabel, perlu 

melakukan penyusunan pedoman jabatan pelaksana; 

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2014  tentang Aparatur Sipil 

Negara, Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan 

pangkat tertentu; 

c. Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas 

satuan kerja perangkat daerah, selain jabatan structural 

dan jabatan fungsional, perlu ditetapkan jabatan 

pelaksana; 

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Pedoman Jabatan Pelaksana  di 

Lingkungan Kabupaten Bintan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam 

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25,  

Tambahan ..... 
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TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3896); 

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111,Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237) ; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang 

Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Instansi Pemerintah. Sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 

2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai 

Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah. 

 

MEMUTUSKAN ... 

 

 

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID 

https://jdihn.go.id/files/4/2002uu025.pdf
http://jdihn.go.id/files/4/2014uu023.pdf
http://jdihn.go.id/files/4/2015uu009.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2014uu005.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2017pp011.pdf
https://jdihn.go.id/files/519/25%20Final.pdf
https://jdihn.go.id/files/519/25%20Final.pdf
https://jdihn.go.id/files/519/permenpan%20nomor%2018%20tahun%202017.pdf
https://jdihn.go.id/files/519/permenpan%20nomor%2018%20tahun%202017.pdf
http://jdih.bintankab.go.id/jdih21/index.php/jdih/home


MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  :  PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN JABATAN 

PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 

BINTAN 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan; 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan; 

3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan; 

4. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah 

yang selanjutnya disingkat BKPPD adalah Badan 

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten 

Bintan; 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam 

penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari 

Sekretariat,Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah,Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah,Satuan 

Polisi Pamong Praja, Lembaga Lain, Kecamatan dan 

Kelurahan; 

6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS  

adalah  Warga Negara Indonesia yang melamar,lulus 

seleksi dan  diangkat untuk dipersiapkan untuk menjadi 

Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu,diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara 

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk 

menduduki jabatan pemerintahan; 

8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang 

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 

fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 

keterampilan tertentu; 

 

 

9.Ikhtisar ... 
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9. Ikhtisar Jabatan atau ringkasan tugas adalah ringkasan 

dari tugas-tugas yang disusun secara ringkas dalam 

bentuk satu kalimat yang mencerminkan pokok-pokok 

tugas jabatan; 

10. Rincian tugas adalah suatu paparan atau bentangan atas 

semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok yang 

dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses 

bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu. 

 

Pasal 2 

(1) Jabatan Pelaksana dikelompokkan dalam klasifikasi 

jabatan PNS yang menunjukkan kesamaan karakteristik, 

mekanisme, dan pola kerja; 

(2) Kesamaan karakteristik, mekanisme dan pola kerja 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam 

bentuk nomenklatur jabatan pelaksana; 

(3) Nomenklatur jabatan pelaksana sebagaimana 

dimaksudpada ayat (2) didasarkan kepada kualifikasi 

pendidikan formal dan/atau profesi serta kompetensi 

sesuai kebutuhan organisasi. 

 

Pasal 3 

Nomenklatur jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2, digunakan sebagai acuan bagi setiap 

Perangkat Daerah untuk : 

a. penyusunandanpenetapankebutuhan; 

b. penentuan pangkat dan jabatan; 

c. pengembangan karier; 

d. pengembangan  kompetensi; 

e. penilaian kinerja; 

f. penggajian dan tunjangan; dan 

g. pemberhentian. 

 

Pasal 4 

(1) Daftar Nomenklatur Jabatan Pelaksana yang telah 

ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat 

dilakukan ... 

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID 

http://jdih.bintankab.go.id/jdih21/index.php/jdih/home


dilakukan pengubahan sesuai dengan kebutuhan 

organisasi; 

(2) Peruabahan nomenklatur jabatan pelaksana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(3) Daftar nomenklatur jabatan pelaksana, peran jabatan dan 

uraian tugas jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan 

Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan. 

 

 

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan 

pada tanggal, 25 Juni 2018 

 

BUPATI BINTAN, 

 dto 

 

APRI SUJADI 

 

 

Diundangkan di Bandar Seri Bentan 

pada tanggal, 25 Juni 2018 

SEKRETARIS DAERAH, 

 dto 

 

ADI PRIHANTARA 

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2018 NOMOR  34 
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